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KEPUTUSAN KEPA],A DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAIII

. Nomot t42t.t/ ?@36 / Disdikpora

TENTAIIC
PX,RSETUJUAN OPERASIONAL PI]I{DIDIKAN NON i'ORMAL DAN INFORIIAL

YANG DISI]LtrNGGARAKAN MASYARAI'A.7

KEPAI,A DINAS PENDIDIIAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringkatkan Program P€ndidikan Non Formal dan Infornal peran
serta nasyarakat sebagai mika Pemerinrah diberi kesempalan yang se'uasluasnya dalam
penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;

b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di alas penyelenggara pendidikan
oieh masyaralat, perlu diaturmeialui perizinan peryelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas pedu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Djras Pendidikan.

: 1. Undang-Undang Dasa.r 1945 beserta perubahamya, Bab XA pasal2S B ayar (2) dan pasal
28c ayat (l) serta Bab )flll pasal 3l ayat (1), ayat (2-5) ds entang hak warganegnm uotuk
mendapat pe.ndidikar.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 rentang Pra Sekolah (L€mbaran Negara pl

tahun 1990 Nomor 35 ):
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018ru/199? Tahun 1997 rentarlq

Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bernain dan Penitipan Anak;
4 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tenta$g Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

RI Tahun 1999 Nomor 60, tarnbahan Lembaran Negara 3839):
5 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003. tentang Syslem Pendidikan Nasional pasai 28

tentang Pendidikan Anak Usia Dini DAUD (-l-embaran Negara Tahun 23 Nomor 78.
tambahan Lembaran Negara Nomoi 4301);

.7. P€raluran Daefth Kota Cimahi Nomor 24 Tahur 2003 tentang penyelenggana.

Pendidikan (Lembaran Daerah Koia Cimahi Tahun 2003 Nomor 23 seri D);
8. Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor I 9 Tahun 2005 reftang Standar Nasionat

Pendidikan Bab i Pasal I ayat (14), Bab VI Pasal 29 ayat (1). Pasal 30 ayat (1), Pasal 35
Ayat (1), Pasal 38 ayat (1) tentang Srandar PTK dai Bab )(III Pasal 86 ayat (1-3) ienta s
Aloeditasi

9. Peranfan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tenrang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 73 se.i D) sebagainana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikao (Lembaran
Daerah Kots Cimahi Tahun 2009 Nomor 99 seri D)

i0 Pemtwan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tenranr. Standar Pendidikan
Anak Usia Dini

I I Peraturan Pemerintah Repubiit lndonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang ?engelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan

Meogirgat

t

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



Memperhatikan

Menetipkan
PtrRTAMA

1 Proposal Permohonan dari PAUD TANZILANo : 03/TANZILATXII/2oI2
2 bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti Tanggal 6 bular Nov€rnber Tahun 2014 rentang

persyaratan, maka PAl,lD TANZILA dapat diberikar persetujuan operasional pendidikan
non fbrmal dan infomal yang diselenggarakan masyarakat, dan tjn penyelenggaraan
tersebut diberikan dalam batas-batas dan kerentuan hukum dan perundarLg-undangan yang
berlal'u

M E M U T U S K A N

Menberi persetujuan operasional k€pada Penyelenggaraan Lembaga pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD ) :
Nama PAUD

Rumpun
NamaPemimpin
Ketua Penyelenggara

TANZILA
JL Baros UtamaNo.25 Rt 0l/Rw 04
Kel. Utama Kec. Cimahi Selaran Kota Clmahi
Khusus
T ANTY \CUSTTANTY HF\DAYANTI, S Pd.I
TANTY AG U ST I A NTY T{I \D A Y \NT I, S. Pd I

KEDUA

KETIGA

Ijin penyelenggaraan r€rsebut berlaku mirlai bulao Nivember Tahun 20t4 dan berakbir sanpai
dengan bulan November 2017

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1 Wajib nenyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini pada pendidikan Non Format dan

lnformal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
tungsi sosialnyat€rhadap masya.rakar

2 Wajib mentaati peratu.an perundanS-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
kemudian

3 Wajib nengirinkan laporan berkala sesuai dengan ket€ntuan menurut model yang
ditentukan

4 Wajib mengajukan pe.mohonan baru s€lambat-lambarnya 30 hari sebelum ijin ini
berakhir.

Keputusan ini muiai berlaku sejak taiggal ditetapkan dengan ketenruan akan diadakan
perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalan penetapannya

KEEMPAT

TembDsan :
I Walikota Ci ahi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jarva Barai.
3. Dtrjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan

Kem€ndiknas RI di Jakarta
4 Camat Kecamalan yang b€rsangkutan.
5. Kepala Keluraban yang bersangkuran

Ditetapkan di
pada tanggal

: CIMAHI
: lO l!o,/.nb{ 2014

PENDIDIKAN,
LAHRAGA

AEDI, M.Pd
Muda

lnformal
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